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ABSTRAK 
Praktik Gratifikasi dalam Pelayanan Nikah  di Kantor Urusan Agama (KUA)  

Kota Surabaya: Studi Perspektif Teori Strukturasi 
 

ABDUL MAIN 
 Studi ini bertujuan untuk (1) memahami proses terjadinya praktik gratifikasi secara 
sistemik dalam pelayanan nikah yang dilakukan oleh agency penghulu dan masyarakat di 
tengah menguatnya kontrol sosial dan struktur hukum antikorupsi; dan (2) memahami 
peran dualitas antara agen-struktur tersebut sejauh mana keduanya saling memengaruhi 
terjadinya (menstrukturasi) praktik gratifikasi pelayanan nikah yang berulang dalam 
keajegan praktik sosial. 

Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif-fenomenologis menggunakan 
perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. Dengan perspektif dimaksud, penelitian ini 
berusaha memahami definisi sosial praktik gratifikasi yang melibatkan hubungan dualitas 
agency penghulu-masyarakat dengan struktur  dominasi, struktur signifikasi dan struktur 
legitimasi yang saling memengaruhi terjadinya praktik gratifikasi dalam pelayanan nikah. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama,  praktik gratifikasi pelayanan 
nikah terjadi secara sistemik dan berulang terus karena adanya interaksi dualitas antara 
agen-struktur. Penghulu sebagai agen memainkan struktur dominasi kepenghuluan yang 
melekat dalam dirinya sendiri sebagai power-driven untuk mengondisikan supaya 
masyarakat yang membutuhkan legalitas nikah darinya memberi uang jasa. Sebagai 
pemegang otoritas tunggal yang berwenang mengeluarkan surat nikah, keberadaan 
penghulu sangat dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakt rela membayar lebih atas 
pelayanan nikah yang diberikan oleh penghulu. Selain karena butuh, masyarakat muslim 
juga tidak punya pilihan lain ke mana hendak melegalkan pernikahan kalau tidak ke 
penghulu. Kedua, penghulu menggunakan strategi untuk mendapatkan alasan justifikasi 
yang kuat untuk tetap melakukan gratifikasi, dengan cara: (a)  membiarkan kondisi KUA 
tetap carut-marut dengan manajemen ala kadarnya dan mengabaikan jumlah penghulu 
yang minim agar tidak memperbanyak jumlah pembagi uang gratifikasi. Karena ada 
distribusi uang gratifikasi yang harus masuk ke dalam struktur birokrasi baik untuk 
menambal kekurangan biaya operasional KUA maupun  untuk kepentingan pribadi para 
birokrat, maka secara struktural praktik gratifikasi ditoleransi. (b) nabok nyilih tangan 
yaitu mengutip biaya tambahan pelayanan nikah melalui tangan-tangan modin; (c) mutung 
atau boikot melayani nikah bedolan untuk menunjukkan posisi tawar mereka, bahwa 
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pelayanan nikah bedolan 
adalah kebutuhan masyarakat untuk memenuhi tuntutan tradisi, maka membayar lebih 
kepada penghulu tidak menjadi soal. Justru kalau penghulu menolak melayani nikah 
bedolan, sama halnya dengan melawan tradisi masyarakat yang karenaya kemudian bisa 
menimbulkan chaos atau kekacauan.  Oleh karena itu maka  strategi mutung ternyata 
ampuh untuk memengaruhi kehadiran negara dalam pelayanan nikah, di mana pemerintah 
mengakomodasi tuntutan penghulu untuk mendapatkan imbalan yang sah atas profesinya 
melalui terbitnya PP. No. 48/2014 jo. PP. No. 59/2015. Terbitnya PP tersebut secara 
yuridis hendak menghentikan praktik gratifikasi dalam pelayanan nikah, karena uang 
gratifikasi dari masyarakat telah diganti dengan pendapatan resmi yang berasal dari negara. 
Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah menerima imbalan resmi dari negara 
lantas penghulu tidak mau menerima gratifikasi. Faktanya adalah, struktur legitimasi 
hukum formal tidak mampu berbuat banyak berhadapan dengan tradisi masyarakat. Ada 
atau tidak adanya larangan dari struktur hukum formal, praktik gratifikasi dalam pelayanan 
nikah tetap terjadi di atas landasan justifikasi kultural.  
 
Kata-kata kunci: Gratifikasi, Gratifikasi Pelayanan Nikah, Pelayanan Nikah, Penghulu, 

Teori Strukturasi. 

xviii 


	SAMPUL DEPAN
	SAMPUL DALAM

	PRASYARAT GELAR

	LEMBAR PERSETUJUAN

	LEMBAR PENETAPAN PANITIA UJIAN

	SURAT PERNYATAAN

	UCAPAN TERIMA KASIH
	RINGKASAN
	SUMMARY
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN

	1.1.  Latar Belakang Masalah
	1.2.  Perumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Manfaat Penelitian
	1.5. Fokus Penelitian
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

	2.1. Penelitian Terdahulu
	2.2. Teori Strukturasi
	2.2.1. Paradigma Dualitas dan Posisi Teori Strukturasi
	2.2.2. Elemen-Elemen Teori Strukturasi
	2.2.3. Agen, Agensi, dan Kekuasaan
	2.2.4. Struktur dan strukturasi
	2.2.5. Dualitas Struktur
	2.2.6. Bentuk-Bentuk Institusi 
	2.2.7. Perentangan Waktu dan Ruang
	2.3. Teori-Teori Korupsi
	2.3.1. Korupsi dalam Perspektif Historis 
	2.3.2. Determinisme Kultural Praktik Gratifikasi Nikah
	2.3.3. Korupsi dalam Perspektif Budaya
	2.3.4. Korupsi dalam Perspektif Teori Ekonomi
	2.3.5. Korupsi dalam Perspektif Birokrasi Patrimonial
	2.3.6.  Korupsi White Collar Crime
	BAB III 
METODE PENELITIAN
	3.1.  Paradigma yang Digunakan dalam Penelitian ini
	3.2.  Metode Kualitatif-Fenomenologis
	3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian
	3.4. Penentuan Informan
	3.5.  Teknik Pengumpulan Data
	3.6.  Tahap Analisis Data
	3.7.  Teknik Validasi Data
	BAB IV INSTITUSI KEPENGHULUAN DI KOTA SURABAYA

	4.1.  KUA di Kota Surabaya, Gambaran Birokrasi Sederhana
	4.1.1. Aspek Kelembagaan dan Hambatan Manajemen 
	4.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) KUA
	4.1.2.1. Kepala KUA
	4.1.2.2. Penghulu, Tugas Pokok dan Fungsi
	4.1.2.3. Modin dan Otoritas Keagamaan di Kampung
	4.1.2.4. Tenaga Fungsional Umum dan Tenaga Serabutan
	4.1.3. Aspek Sarana dan Prasarana
	4.1.4. Aspek Anggaran
	4.2. Kepadatan Pelayanan di KUA Kota Surabaya 
	4.3.  Tipologi KUA di Kota Surabaya
	4.4.  Promosi Keluarga Sakinah
	4.4.1. Pedoman Kursus Pranikah
	4.4.2. Keterbatasan Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah
	4.5. Nikah-Rujuk Sebagai Core Business KUA
	4.6.  Prosedur Pelayanan Pencatatan Nikah
	4.6.1. Pemberitahuan Kehendak Nikah
	4.6.2. Pemeriksaan Nikah (Rafa’)
	4.6.3. Pengumuman dan Pemberitahuan Kehendak Nikah
	4.6.4. Akad Nikah dan Pencatatannya
	BAB  V PROBLEMATIKA PRAKTIK GRATIFIKASI DALAM PELAYANAN NIKAH

	5.1.  Proses Terjadinya Praktik Gratifikasi dalam Pelayanan Nikah 
	5.1.1. Gratifikasi Sebagai Kebutuhan Para Agen
	 “Penghulu adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya” (UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954 dan UU No. 1 Tahun 1974). Undang-Undang tersebut memberikan dasar legitimasi yang sangat kuat sekaligus melindungi kedudukan dan otoritas penghulu. Atas dasar UU tersebut, penghulu menjadi struktur negara yang di dalam dirinya melekat otoritas yang dijamin UU. 
	5.1.2. Struktur Kekuasaan Penghulu Sebagai Power-Driven
	5.1.3. Justifikasi Kultural Praktik Gratifikasi Pelayanan Nikah
	5.1.4. Motif Tersembunyi Gratifikasi Pelayanan Nikah
	5.1.5. Penghulu Vs Modin: Nabok Nyilih Tangan
	5.1.6. Mempertahankan Jumlah Penghulu yang Minim
	5.2.  Tindakan Agensi di Tengah Menguatnya Kontrol Sosial dan Struktur Hukum Antikorupsi
	5.2.1. Strategi Mutung Melayani Nikah Bedolan
	5.2.2. Membentuk Organisasi Profesi Penghulu: APRI 
	5.2.3. Penghulu Kembali ke Shirathal Mustaqim
	5.2.4. Mekanisme Pembiayaan Nikah Pasca Adanya Larangan Gratifikasi
	BAB VI PENUTUP

	6.1. Kesimpulan
	6.2. Implikasi Teoritik
	6.3. Implikasi Praktis
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP

